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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

   NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 

TENTANG 

TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM  

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/ 

SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah dibentuk 5 

(lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, 

ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan di wilayah Indonesia; 

b. bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu diselenggarakan secara efektif dan 

maksimal dengan lebih mendekatkan pelayanan fungsi 

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 

dengan sumber permasalahan terutama di daerah yang 

tidak menjadi tempat kedudukan Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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c. bahwa untuk memberikan pelayanan penegakan hukum 

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif 

diperlukan koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana 

Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan Dinas yang membidangi lingkungan 

hidup dan kehutanan di daerah; 

d. bahwa untuk melaksanakan koordinasi penegakan 

hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun 

tata hubungan kerja yang memberikan kejelasan dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung 

jawab serta keterkaitan kerja; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan 

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Di Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

211); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang 

Pemetaan Proses Bisnis Lintas Fungsi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA 

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang selanjutnya disebut Gakkum LHK adalah upaya 

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

2. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 

atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT 

Gakkum adalah unit pelaksana teknis di bidang 

pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup 

dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

4. Dinas adalah dinas yang membidangi lingkungan hidup 

dan/atau kehutanan di daerah Provinsi dan/atau 

Kabupaten/Kota. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

menyelenggarakan urusan penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan.  

6. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT 

lingkup KLHK adalah unit pelaksana tugas teknis untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu dari organisasi 

induknya. 

 

Pasal 2  

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan 

pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah. 
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